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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Peranan

2.1.1 Pengertian Peranan

Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Artinya, seseorang telah menjalankan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah melaksanakan sesuatu peran. keduanya tak dapat dipisahkan karena satu dengan yang lain saling tergantung, artinya tidak ada peran tanpa status dan tidak ada status tanpa peran. Sebagaimana kedudukan, maka setiap orang pun dapat mempunyai macam-macam peran yang berasal dari pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut berarti pula bahawa peran tersebut menentukan apa yang diberikan bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat kepadanya. Peran sangat penting karena dapat mengatur perilaku seseorang, disamping itu oeran menyababkan seseorang dapat meramalkan perbuatan orang lain pada batas-batas tertentu, sehingga sesorang dapat menyesuikan perilakunya sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompokoknya.
Peran yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi atau tempatnya dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukan tempat individu dalam organisasi masyarakat. Sedangkan peran lebih bayak menunjukan pada fungsi, artinya seseorang menduduki suatu posisi tertentu dalam masyarakat dan menjalankan suatu peran. Suatu peran paling sedikit mencakup 3 hal, yaitu:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat

2. Peran adalah suatu konsep ikhwal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat

3. peran dapat dikatan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
Seiring dengan adanya konflik antara kedudukan-kedudukan, maka ada juga konflik peran ( conflict of role) dan bahkan pemisahan antara individu dengan peran yang sesungguhnya harus dilaksanakan (role-distance). Role-distance terjadi apabila si individu merasakan dirinya tertekan, kerana merasa dirinya tidak sesuai untuk melaksanakan peran yang diberikan mesyarakat kepadanya, sehingga tidak dapat melaksanakan perannya dengan sempurna atau bahkan menyembunyikan diri.   
2.1.2 Fungsi Peranan
Peranan dapat membimbing seseorang dalam berprilaku, karena fungsi peran sendiri adalah sebagai berikut:

1. Memberi arah pada proses sosialisasi

2. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan

3. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat

4. Menghidupkan system pengendali dan control, sehingga dapat melesatrikan kehidupan masyarakat

Peranan sosial yang ada dalam masyarakat dapat dikalsifikasikan menurut bermacam-macam cara sesuai dengan banyaknya sudut pandang. berbagai macam peranan dapat disebutkan sebagai berikut (Hendropuspio dalam buku Dwi narwoko, 160).

Berdasarkan pelaksanaannya peranan sosial dapat dibedakan menjadi dua yaitu:
1. Peranan diharapkan (Expected roles): cara ideal dalam pelaksanaan peranan menurut penilaian masyarakat. Masyarakat menghendaki peranan yang diharapkan dilaksanakan secermat-cermatnya dan peranan ini tidak dapat ditawar dan harus dilaksanakan seperti yang ditentukan. Peranan jenis ini antara lain peranan hakim, peranan protokoler diplomatic, dan sebagainya
2. Peranan yang disesuaikan (actual roles), yaitu cara bagaimana sebenarnya peranan itu dijalankan. Peranan ini pelaksanaannya lebih luwes, dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Peranan yang disesuaikan mungkin cocok dengan situasi setempat, tetapi kekurangannya yang muncul dapat dianggap wajar oleh masyarakat.

Sementara itu berdasarkan cara memperolehnya, peranan bisa dibedakan menjadi:
1. Peranan bawaan (ascribed roles) yaitu pranan yang diperoleh secara otomatis, bukan karena usaha, misalnya peranan sebagai nenek, anak, bupati, dan sebagainya
2. Peranan pilihan (ashives role), yaitu peranan yang diperoleh atas dasar keputusannya sendiri, misalnya seseorang yang memutuskan untuk memilih di fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlarlangga dan menjadi mahasiswa program studi sosiologi.
Dari jenis-jenis peranan yang ada dalam masyarakat, kita dapat mengetahui bahwa setiap orang memegang lebih dari satu peranan, tidak hanya peranan bawaan saja, tetapi juga peranan yang diperoleh melalui usaha sendiri maupun peranan yang ditunjuk oleh pihak lain. 

2.2 Pegawai Negeri
2.2.1 Pengertian Pegawai Negeri Sipil
Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah salah satu jenis Kepegawaian Negeri di samping Anggota TNI dan Anggota Polri (UU No 43 Th 1999). Pengertian Pegawai Negeri adalah warga negara RI yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 1 ayat 1 UU 43/1999)
2.2.2 Kewajiban Pegawai Negeri Sipil
1. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah;

2. Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan Negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain;
3. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, dan Pegawai Negeri Sipil;

4. Mengangkat dan mentaati sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil dan sumpah/janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Menyimpan rahasia Negara dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;

6. Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Pemerintah baik yang langsung menyangkut tugas kedinasannya maupun yang berlaku secara umum;

7. Melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;

8. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara;

9. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan Korps Pegawai Negeri Sipil;

10. Segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara/Pemerintah, teru-tama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;

11. Mentaati ketentuan jam kerja;

12. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;

13. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik-baiknya;

14. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing;

15. Bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya;

16. Membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya;

17. Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap bawahannya;

18. Mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerjanya;

19. Memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengem-bangkan kariernya;

20. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan;

21. Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama Pegawai Negeri Sipil, dan terhadap atasan;

22. Hormat menghormati antara sesama warganegara yang memeluk Agama / kepercayaan terhadapTuhan Yang Maha Esa, yang berlainan;
23. Menjadi teladan sebagai warganegara yang baik dalam masyarakat;

24. Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku;

25. Mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang;

26. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin;
2.3 Kinerja

Dengan pemahaman tentang manajemen dan kinerja di atas, dapat dikatakan bahwa hakikatnya manejemen kinerja adalah tentang bagaimana keinerja dikelola. Dasar untuk melaksanakan manajemen kinerja adalah perumusan tujuan, terdapatnya konsesus dan kerja sama, sifatnya berkelanjutan, terjadi komunikasi dua arah, dan terdapat umpan balik. 
2.3.1 Pengertian Kinerja

Pengertian performance sering diartikan sebagai kinerja, hasil kerja atau prestasi kerja. Kinerja mempunyai makna lebih luas, bukan hanya menyatakan sebagai hasil kerja, tetapi juga bagaimana proses kerja berlangsung. kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut. Kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya. Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategi organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi ekonomi (Amstrong dan baron dalam buku Wibowo: 2) 
2.3.2 Manajemen Kinerja
Terdapat beberapa pandangan para pakar tentang penegrtian manajemen kinerja. Bacal (1994:4) memandang amanjemen kinerja sebagai:

“Proses komunikasi yang dilakukan secara terus-menerus dalam kemitraan antara karyawan dengan atasan langsungnya. Proses komunikasi ini meliputi kegiatan membangun harapan yang jelas serta pemahaman mengenai pekerjaan yang akan dilakukan. Proses komunikasi merupakanb suatu sistem, memiliki sejumlah bagian yang yang semuanya harus diikutsertakan, apabila manajemen kinerja ini hendak memberikan nilai tambah bagi organisasi, manajer dan karyawan.” (Bacal dalam buku Wibowo, manajemen kinerja. 2007:8) 
Berbeda dengan Bacal yang menekankan pada proses komunikasi, Armstrong (2004:29) lebih melihat 
“Manajemen kinerja sebagai sarana untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dari organisasi, tim, dan individu dengan cara memahami dan mengelola kinerja dalam suatu kerangka tujuan, standar, dan persyaratan atribut yang disepakati.” (Armstrong dalam buku Wibowo, manajemen kinerja. 2007:8) 

Armstrong dan Bacal sebelumnya berpandangan bahwa manjemen kinerja adalah pendekatan strategis dan terpadu untuk menyampaikan sukses berkelanjutan pada organisasi dengan memperbaiki kinerja karyawan yang bekerja di dalamnya dan dengan mengembangkan kapabilitas tim dan contributor individu. Mereka juga ngutip pendapat Fletcher yang menyatakan manajemen kinerja sebagai berkaitan dengan pendekatan menciptakan visi bersama tentang maksud dan tujuan organisasi, membantu karyawan memahami, dan mengenal bagiannya dalam memberikan kontribusi, dan dalam melakukannya, mengelola, dan meningkatkan kinerja baik individu maupun organisasi.
Sementara itu, Schwartz (1999:vii) memandang manajemen kinerja 
“Sebagai gaya manajemen yang dasarnya adalah komunikasi terbuka antara manajer dan karyawan yang menyangkut penetapan tujuan, memberikan umpan balik baik dari manajer kepada karyawan maupun sebaliknya dari karyawan kepada manajer, demikian pula penilaian kinerja.”

Di sini tampak bahwa Schwartz melihat manajemen kinerja sebagai salahn satu gaya manajemen, namun dari sisi substansinya mirip dengan pandangan Bacal sebagai suatu proses komunikasi. 

Costello (1994:3) menyatakan bahwa manjemen kinerja merupakan dasar dan kekuatan pendorong yang berada di belakang semua keputusan organisasi, usaha kerja, dan alokasi sumber daya.
Dengan demikian memperhatikan pandangan para pakar di atas dapat dirumuskan bahwa pada dasarnya manajemen kinerja merupakan gaya manajemen dalam mengelola sumber daya yang berorientasi pada kinerja yang melakukan proses komunikasi secara terbuka dan berkelanjutan dengan menciptakan visi bersama dan pendekatan strategis serta terpadu sebagai kekuatan pendorong untuk mencapai tujuan organisasi
2.3.2.1 Prinsip Dasar Manajemen Kinerja
Manajemen Kinerja bekerja atas prinsip dasar yang dapat dijadikan acuan bersama agar dapat mencapai hasil yang diharapkan. Prinsip dasar manajemen kinerja menjadi pondasi yang kuat bagi kinerja organisasi untuk mencapai tujuan. Sebagai prinsip dasar dalam manajemen kinerja adalah menghargai kejujuran, memberikan pelayanan, tanggung jawab, dirasakan seperti bermain, adanya perasaan kasihan, adanya perumusan tujuan, terdapat konsesus dan kerja sama, sifatnya berkelanjutan, terjadi komunikasi dua arah dan mendapatkan umpan balik.

1. Kejujuran

Kejujuran manampakkan diri dalam komunikasi umpan balik yang jujur di antara manajer, pekerja, dan rekan kerja. Kejujuran termasuk dalam mengekspresikan pendapat, menyampaikan fakta, memberikan pertimbangan dan perasaan. Kejujuran mempunyai beberapa segi dan tingkatan dan mereka yang menggunakan proses penilaian untuk menggali kebenaran secara luas dan dalam akan memperoleh manfaat terbesar.

   Proses penilaian akan memperluas pemahaman bawahan dengan cara mengajak mereka untuk secara jujur menyatakan apa yang memotivasi mereka, apa yang mereka suka dan tidak suka tentang yang mereka lakukan, apa mereka inginkan dan apa yang menjadi kepntingan mereka dan bagaimana mereka harus dibantu.
Sebaliknya manajer juga menceritakan kebenaran dalam hubungannya dengan bawahan tentang apa yang disuka dan tidak disuka tentang apa yang mereka kerjakan apa aspirasinya terhadap pekerja, visi yang diberikan kepada mereka, presepsi dan pertimbangan tentang hambatan terhadap keberhasilan dan saran lainnya.
2. Pelayanan
Setiap aspek dalam proses kinerja harus memberikan pelayanan kepada setiap stakeholder yaitu: pekerja, manajer, pemilik, dan pelanggan. Dalam proses manajemen kinerja, umpan balik dan pengukuran harus membantu pekerja dan perencanaan kinerja. Prinsip pelayanan merupakan tanda yang paling kuat untuk pengukuran, perencanaan, dan coaching pekerja.
Satu aspek yang membingungkan dari prinsip pelayananadalah bahwa apa yang diberikan manajer kepada pekerja mungkin dirasakan tidak baik dan mengecewakan mereka. Memberitahu orang tentang apa yang mereka tidak mau mendengar dapat membuat mereka tidak bahagia. Akan tetapi, hal tersebut hanya membantu mnegubah dan mendapatkanarah yang tepat. Belajar membantu orang lain dengan baik merupakan proses pembelajaran jangka panjang dimana manajer membantu orang lain agar menjadi lebih baik, dan belajar tentang apa yang dapat berjalan dan tidak bisa berjalan. Walaupun mungkin saja terjadi banyak kesalahan, tetapi perlu memperbaiki keterampilan, kompetensi, dan kemampuan dalam membantu orang lain.

3. Tanggung Jawab

Tanggung jawab merupakan prinsip dasar di belakang pengembangan kinerja. Dengan memahami dan menerima tanggung jawab atas apa yang mereka kerjakan dan tidak kerjakan untik mencapai tujuan mereka, pekerja belajar tentang apa yang perlu mereka perbaiki. Pengembangan kinerja didasarkan pada anggapan bahwa pekerja dapat memngaruhi hasilnya dengan memperbaiki kecakapan dalam kompetensi perilaku. Mereka tidak memerlukan izin untuk memperbaiki kompetensi perilaku. Nasib mereka berada di tangan mereka sendiri.
4. Bermain

Manajemen kinerja menggunakan prinsip bahwa bekerja sama dengan bermain. Dengan prinsip bermain, dalam manajemen kinerja orang mendapatkan kepuasan dari apa yang mereka kerjakan. Apabila tidak menerapkan prinsip mbermain bekerja akan menjadi beban. Timbul beban dalam dirinya adanya suatu perasaan bahwa mereka harus bekerja, mereka tidak mempunyai pilihan dan pekerja mereka tidak dihargai.

Implikasi untuk pengembangan kinerja adalah bahwa kinerja harus didorong menggunakan proses sebagai sarana untuk menciptakan kepuasannya sendiri dalam hubungannya dengan pekerja. Hal tersebut dilakukan melalui interaksi di antara orang sehingga penyelesaian kreatif dilahirkan, dan lingkungan kerja yang dinamis dan kreatif diciptakan.
5. Rasa Kasihan
Rasa kasihan merupakan prinsip bahwa manajer memahami dan empati terhadap orang lain. Kebanyakan orang yang tidak menunjukan rasa kasihan pada orang lain juga sedikit sekali merasa kasihan pada diri mereka sendiri. Rasa kasihan seorang manajer akan melupakan kesalahan di belakang mereka dan mulai dengan sesuatu yang baru. dengan rasa kasihan mendapatkan percaya diri dan dorongan, suatu elemen kunci pengembangan kinerja. Penting untuk tidak menjadikan kasihan dengan menerima permintaan maaf. Manajer yang baik membiarkan bawahan mengalami konsekunsi wajar dari tindakannya sehingga mereka belajar dan memperbaiki dirinya.

6. Perumusan Tujuan

Manajemen kinerja dimulai dengan melakukan perumusan dan mengklasifikasi terlebih dahulu tujuan yang hendak dicapai organisasi. Sesuai dengan jenjang organisasi yang dimiliki, selanjutnya tujuan yang sudah dirumuskan tersebut dirinci lebih lanjut menjadi tujuan di tingkat yang lebih rendah, seperti tujuan divisi, departemen. tim, dan individu.
7. Konsensus dan Kerja Sama
Manajemen kinerja mengadalkan pada consensus dan kerja sama antara atasan dan bawahan dari pada menekankan pada control dan melakukan paksaan. Apabila bawahan melakukan pekerjaan karena terpaksa, sebenarnya mereka tidak memberikan dukungan pada atasan. Apabila pekerjaan dilakukan atas dasar kesepakatan bersama, pekerja akan manjadi lebih bertanggung jawab.
8. Berkelanjutan
Manajemen kinerja merupakan suatu proses yang sifatnya berlangsung secara terus menerus, berkelanjutan, bersifat evolusioner, di mana kinerja secara bertahap selalu diperbaiki sehingga semakin baik. Dengan menggunakan proses penilaian kinerja dan menyampaikan hasilnya sebagai umpan balik, koreksi selalu dilakukan terhadap kinerja yang tidak memenuhi standar kinerja.
9. Komunikasi dua arah

Manajemen memerlukan gaya manajemen yang bersifat terbuka dan jujur serta mendorongf terjadinya komunikasi dua arah antara atasan dan bawahan. Komunikasi dua arah menunjukan adanya sikap keterbukaan dan saling pengertian anatara dua pihak.

Dengan komunikasi dua arah, bawahan lebih memahami apa yang diinginkan atasan. Sebaliknya, atasan lebih memahami apa yang terjadi dan apa yang diinginkan oleh bawahan. Dengan demikian, dapat dihindari terjadinya salah presepsi di antara keduanya. Komunikasi membangunsaling pengertian bersama.
10. Umpan Balik

Pelaksanaan menejemen kinerja memerlukan umpan balik terus-menerus. Umapan balik memungkinkan pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh dari pekerjaan oleh individu dipergunakan yang diperoleh dari pekerjaan oleh individu dipergunakan untuk memodifikasi tujuan organisasi.

Dengan demikian, umpan balik juga dapat dipergunakan untuk meninjau kembali perencanaan kinerja. Di samping itu, manajemen kinerja mengukur dan menilai semua kinerja terhadap keseluruhan tujuan yang telah disepakati.
2.3.2.2 Ruang Lingkup Manajemen Kinerja

Manjemen kinerja adalah tentang mengelola organisasi. Manajemen kinerja merupakan proses manajemen secara alamiah. Mnajemen kinerja mengelola kinerja dalam konteks lingkungan bisnis baik internal maupun eksternal. Hal ini menyangkut bagaimana suatu usaha bisnis dikembangkan, apa yang ditetapkan untuk dilakukan dan bagaimana menjalannya.
Dengan demikian , cakupan manajemen kinerja meliputi kegiatan menganalisa tujuan unit kerja dan memastikan bahwa terdapat hubungan dengan tujuan menyeluruh organisasi, menganalisis keterampilan pekerja dan penugasan yang diberikan dalam kaitannya dengan tujuan unit kerja. Mengomunasikan dengan jelas tujuan dan harapan kinerja setiap pekerja dan mendapatkan kesepakatan atas tujuan dan harapan tersebut, mengenal di mana kinerja yang masih perlu diperbaiki dan memberikan dukungan yang diperlukan pekerja untuk memperbaiki kinerjanya.
2.3.3 Penilaian Kinerja

Mempersiapkan review kinerja termasuk melihat pada gambaran secara menyeluruh. penilaian dilakukan terhadap progress pekerja sejak review terakhir untuk menetapkan sasaran baru dan merencanakan aktivitas secara efektif untuk masa yang akan dating.

Pemeriksaan dilakukan terhadap rencana tindak terakhir yang telah disetujui pada review terakhir, apakah telah dilaksanakan. apabila tindakan belum diselesaikan, perlu ditemukan factor penyebabnya mengapa hal tersebut terjadi. Disisi lain perlu dipastikan bahwa pekerja yang telah menjalankan tugas dengan sukses telah di beri rewand atau penghargaan dan Penilaian kinerja mencakup:
2.3.3.1
Perbaikan kinerja

Kinerja diukur dalam hal
a. Kecepatan

Kita hidup disebuah dunia dimana perusahaan mencapai mass customization dengan system persedian just-in-time. Sistem just-in-time dirancang untuk membeli hanya bahan baku yang diperlukan untuk produksi hari ini. Hali ini memungkinkan perusahaan untuk menghindari biaya penyimpanan dan penanganan yang mahal. beberapa perusahaan begitu mahir dalam just-in-time, sehingga mereka sekarang memesan bahan baku berdasarkan shift dan bukannya berdasarkan hari.
b. Kualitas

Kecepatan tanpa kualitas adalah sia-sia. Jika salah satu pemasok mengirimkan bahan baku rusak, maka system tersebut secara keseluruhan menjadi gagal. Pelanggan akan kecewa, terjadi tekanan tambahan pada jadwal produksi dan biaya pengerjaan ulang yang berat. Tidak ada yang menang. Kualitas merupakan suatu keharusan dalam pengukuran kinerja

c Layanan

Bagaimana kita melayani orang-orang atau pelanggan baik itu orang-orang yang di dalam organisasi atau orang-orang yang berada di luar organisasi dan kita harus melayani sama baiknya. 
d Nilai

Nilai yang dimaksud disini adalah kombinasi dari kualitas dan harga yang memungkinkan pembeli untuk merasakan bahwa mereka mendapatkan sesuatu yang lebih dari pada yang mereka bayarkan
2.3.3.2 
Pengembangan karyawan


Segmen proses penilaian kinerja ini berhubungan dengan keahlian karyawan. Penilaian kinerja sangat membantu untuk melaksanakan peran sebagai penasihat atau pelatih. tidak ada pekerjaan yang lebih hebat selain membantu orang lain untuk menjadi yang terbaik. Untuk melakukan hal tersebut, yang harus dilakukan adalah:
i. Melihat kekuatan karyawan dengan sungguh-sungguh
ii. Mendorong mereka untuk maju

iii. Memberikan wawasan dan alat untuk membantu kemajuan mereka 

iv. Merayakan keberhasilan Mereka

v. Membantu pekerjaan mereka pada masa-masa sulit
2.3.3.3
Kepuasan karyawan

Penilaian kinerja dapat membantu anda mengantisipasi dan seringkali mencegah ketidakpuasan karyawan. Penilai kinerja membantu anda menemukan sikap karyawan terhadap:
i. Keanekaragaman

ii. Pertumbuhan

iii. Tantangan

iv. Pembelajaran

v. Partisipasi

vi. Keamanan

vii. Otonomi

viii. Uang

ix. Kemampuan mereka sendiri
2.3.3.4
Keputusan kompensasi

Hal lain yang salah dengan system klien itu adalah karyawan tidak tahu apa yang diharapkan agar memperoleh kompensasi. Sangatlah sulit untuk tetap termotivasi jika penghargaanya tidak jelas. Berikut ini cara untuk menggunakan penilaian kinerja:

a. Selama proses penilaian, ada kesepakatan arah dan sasaran kinerja serta pengembangan personal

b. Adanya kesepakatan kompensasi di masa mendatang untuk berbagai tingkat pencapaian.
c. Akhirnya, kedua belah pihak membuat system pemantauan yang memungkinkan karyawan memantau mereka. 
2.3.3.5
Keterampilan berkomunikasi


Anda dpat menjamin efektivitas komunikasi antar penilaian kinerja dengan membuat pemicu komunikasi. pemicu ini berupa deadline, kejadian atau hasil yang menyebabkan anda dan karyawan bersama-sama n=mengevaluasi kinerja dan menetapkan sasaran baru. Pemicu komunikasi ini memberikan semacam
 jaring pengaman untuk menjamin baik anda maupun karyawan anda tidak akan terkejut dalam penilaian kinerja berikutnya.
2.3.4 Evaluasi Kinerja

Evaluasi merupakan pendapat yang bersifat evaluative atas sifat, perilaku seseorang, atau prestasi sebagai dasar untuk keputusan dan rencana pengembangan personil. (Kreitner dan Kinicki,2001:300)
Sementara itu, Newstrom dan davis (1997:173) memandang sebagai suatu proses mengevaluasi kinerja pekerjaan, membagi informasi dengan mereka, dan mencari cara memperbaiki kinerjanya.

Evaluasi mngidentifikasikan kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Evaluasi menunjukan keterampilan dan kompetensi pekerja yang ada sekarang ini kurang cukup sehingga dikembangkan program. Efektivitas pelatihan dan pengembangan dipertimbangkan dengan mengukur seberapa baik pekerja yang berpartisipasi mengerjakan evaluasi kinerja.

Evaluasi juga memenuhi kebutuhan umpan balik bagi pekerja tentang bagaimana pandangan organisasi terhadap kinerjanya. Selanjutnya, evaluasi kinerja dipergunakan sebagai dasar untuk mengalokasi reward. Keputusan tentang siapa yang mendapatkan kenaikan upah dan reward lain sering dipertimbangkan melalui evaluasi kinerja.
2.3.4.1 Sasaran Evaluasi



Menurut Kreitner dan Kinicki (2001:300), evaluasi kinerja dapat dipergunakan untuk:

1. Administrasi penggajian
2. Umpan balik kinerja

3. Identifikasi kekuatan dan kelemahan individu

4. Mendokumentasi keputusan kepegawaian

5. Penghargaan terhadap kinerja individu

6. Mengidentifikasikan kinerja buruk

7. Membantu dalam mengidentifikasikan tujuan 

8. Menetapkan keputusan promosi

9. Pemberitahuan pegawai

10. Mengevaluasi pencapain tujuan

Vecchio (1995:260) menganjurkan dilakukannya evaluasi kinerja karena memberikan manfaat terhadap upaya yaitu untuk memelihara dan memperbaiki kinerja, antara lain untuk:

1. Membantu supervisior dalam membuatkeputusan tentang kompensasi relatif.
2. Membantu manajer mengevaluasi kecocokan bawahan untuk training dan development dan mutasi pekerjaan.

3. Membuka saluran komunikasi antara supervisor dan bawahan.

4. Memberikan bawahan umpan balik yang berguna tentang bagaimana mereka melakukan pekerjaan.
2.4 Direktorat Sumber Daya Air
2.4.1 Visi dan Misi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air


Visi dari direktorat jenderal sumber daya air

a. Tertingkatkannya perlindungan masyarakat dari bencana daya rusak air.  

b. Tercapainya pengelolaan SDA berdasar pola pengelolaan wilayah sungai yang menyeluruh, terpadu, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup   

c. Terpenuhinya kecukupan air bagi sebagian besar masyarakat dengan prioritas utama untuk kebutuhan pokok masyarakat dan pertanian rakyat.    

d. Terwujudkannya keterlibatan peran masyarakat secara aktif dalam pengelolaan SDA melalui Dewan SDA yg merupakan Forum Dialog dan Koordinasi antar Pemilik Kepentingan yg terlegitimasi.    
e. Terlaksanakannya suatu prinsip pembiayaan jasa pengelolaan SDA yang dapat memberikan insentif dan disintensif dgn meman-faatkan berbagai sumber daya secara sinergi dan teritegrasi
Misi direktorat jenderal sumber daya air

a. Mengkonservasi SDA secara berkelanjutan; 

b. Mendayagunakan SDA secara adil serta memenuhi Persyaratan kualitas dan kuantitas untuk berbagai kebutuhan masyarakat;
c. Mengendalikan daya rusak air; 
d. Memberdayakan dan meningkatkan peran masyarakat dan 
e. Pemerintah dalam pengelolaan SDA Meningkatkan keterbukaan serta ketersediaan data dan informasi dalam pengelolaan SDA
2.4.2 Rencana Strategis Direktorat Jenderal Sumber Daya Air 
Indonesia mempunyai ketersediaan air terbesar kelima di dunia, namun tidak tersedia merata sepanjang tahun. Berdasarkan siklus hidrologi, 80% air tersedia pada musim hujan (durasi 5 bulan), dan 20% air tersedia pada musim kemarau (durasi 7 bulan). Disisi lain beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) yang memiliki peran penting dalam penyediaan sumber air sebagian telah mengalami kerusakan yaitu 62 DAS rusak dari total 470 DAS, yang berakibat pada turunnya nilai kemanfaatan air sebagai konsekuensi penurunan fungsi daerah tangkapan dan resapan air. Saat ini luas jaringan irigasi terbangun mencapai 6,77 juta ha (dimana1,67 juta ha kondisi rusak), dan jaringan irigasi rawa 1,8 juta ha yang berfungsi untuk mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional. Ironisnya, perkembangan fisik wilayah telah memberikan dampak pada terjadinya alih fungsi lahan pertanian sekitar 35-40 ribu ha per tahun. 
Pada tahun 2009, secara nasional kebutuhan air diperkirakan naik mencapai 117,7 milliar m3, konsekuensinya menuntut pengelolaan sumber daya air yang baik dalam pencapaian kebutuhan tersebut. Beberapa tantangan seiring dengan meningkatnya kebutuhan air terutama :
· Menurunnya ketersediaan air karena kondisi lingkungan yang semakin buruk,
· Menurunnya kuantitas dan kualitas sumber air yang dapat dijadikan andalan untuk sumber air baku,
· Meningkatnya kebutuhan air baku,
· Kebutuhan pengelolaan DAS terpadu dan konseptual agar fungsi sumber air senantiasa dapat dipertahankan,
· Terjadinya perusakan lingkungan yang semakin parah dan meningkatnya tekanan penduduk pada lingkungan, yang berakibat adanya banjir,
· Diperlukannya sosialisasi kepada masyarakat tentang masalah yang terkait dengan kejadian banjir.
Sasaran dan Kegiatan 
Berdasarkan PerMen PU No. 51/PRT/2005, Tanggal 7 Maret 2005 maka untuk mendukung Program Aman dan Damai telah disusun sasaran sebagai berikut : 

1. Tercapainya peningkatan kemampuan pemenuhan kebutuhan air untuk pertanian pada lahan irigasi seluas 79.450 ha pada kawasan perbatasan di 6 (enam) propinsi dan pemenuhan kebutuhan air baku pada kawasan perbatasan di 3 (tiga) propinsi;

2. Tersedianya sarana antisipasi bencana di 10 (sepuluh) wilayah sungai dan 15 (lima belas) lokasi waduk; serta terfasilitasinya kegiatan penanganan kerusakan prasarana dan sarana SDA pasca bencana dan kerusuhan sosial;

3. Tercapainya peningkatan pemenuhan kebutuhan air baik untuk pertanian maupun kebutuhan sehari-hari didaerah terisolir dan pulau-pulau kecil terpencil di 4 (empat) propinsi, yakni Kepulauan Riau, Sangir Talaud, Maluku, dan NTT; serta terlindunginya pantai dari abrasi pada pulau-pulau kecil di 2 (dua) propinsi.

Sedangkan untuk mendukung Program Adil dan Demokratis, ditetapkan beberapa sasaran sebagai berikut : 

1. Terfasilitasnya pembentukan Dewan Sumber Daya Air Nasional, Dewan Sumber Daya Air Propinsi di 13 (tiga belas) propinsi, Dewan Sumber Daya Air Kab/Kota di 110 (seratus sepuluh) Kabupaten/Kota; serta terfasilitasinya pembentukan dan perkuatan organisasi P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air) sebanyak 9.500 P3A;

2. Terfasilitasinya kegiatan peningkatan kapasitas pemerintah daerah propinsi (15 propinsi), pemerintah daerah kab/kota (130 Kabupaten/Kota) dan pemberdayaan 10.000 organisasi masyarakat petani pemakai air dalam rangka penyelenggaraan SDA;

3. Tersedianya berbagai perangkat kebijakan, pedoman, prosedur (NSPM) sebanyak 42 (empat puluh dua) paket.

Terakhir dalam rangka dukungan SDA untuk Program Lebih Sejahtera, sasaran-sasaran berikut telah ditetapkan yaitu : 

1. Tercapainya peningkatan jaringan irigasi seluas 300.000 ha, rehabilitasi irigasi seluas 2,6 juta ha terutama di 13 (tiga belas) propinsi penghasil pangan nasional; meningkatnya jaringan rawa seluas 0,8 juta ha di12 (dua belas) propinsi dan dioperasikan serta dipeliharanya seluruh jaringan irigasi terbangun;

2. Terfasilitasinya pembentukan dan pemberdayaan badan pengelola wilayah sungai di 6 wilayah sungai strategis nasional dan 44 (empat pulu empat) Balai Pengelolaan SDA di 12 (dua belas) propinsi serta peningkatan mutu data SDA di Pusat Data SDA;

3. Terbangunnya wadah air berupa waduk (11 waduk) dan embung (200 buah); pemeliharaan danau/situ (100 buah) untuk air baku bagi kebutuhan perumahan, industri dan pariwisata sekaligus sebagai usaha konservasi air dan sumber air;

4. Terlindunginya kawasan permukiman dan pusat-pusat produksi terhadap dampak bahaya banjir dengan periode ulang 10 (sepuluh) tahunan pada daerah seluas 10.000 ha; terpeliharanya alur sungai untuk penyaluran debit banjir sepanjang 1.500 km dan pengamanan pantai sepanjang 15.000 m.
Dalam rangka pencapaian sasaran pada sub bab 2.1 diatas, maka dilakukan sebagai kegiatan yang secara keseluruhan memerlukan pendanaan sebesar Rp. 40,0 trilyun yang diharapkan dapat disediakan Pemerintah termasuk pinjaman luar negeri.  Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam upaya mendukung program Aman dan Damai adalah sebagai berikut : 

1. Rehabilitasi jaringan irigasi seluas 79.450 ha di propinsi Riau Kepulauan, Kalbar, Kaltim, Sulut, Papua dan NTT, dengan kebutuhan dana sebesaar Rp. 1.144 miliar (dalam penganggaran masuk Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya);

2. Penyediaan air baku sebanyak 1 juta m3/tahun di Propinsi Kaltim, Kalbar, Sulut dan NTT, dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 178 miliar (dalam penganggaran masuk Program Penyediaan Air Baku);

3. Pemasangan dan pengoperasian Flood Forecasting and Warning System di 10 wilayah sungai, dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 7,4 miliar (dalam penganggaran masuk Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai);

4. Penyediaan sarana pengamanan bangunan-bangunan vital di 15 lokasi waduk dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 5,1 miliar (dalam penganggaran masuk Program Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Air lainnya);

5. Pembangunan sumur-sumur air tanah dengan memperhatikan prinsip-prinsip conjuctive use pada daerah terisolisir dan pulau-pulau kecil terpencil di 4 provinsi, dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 36,5 miliar (dalam penganggaran masuk Program Penyediaan Air Baku);

6. Pembangunan perlindungan pantai di 2 propinsi dan konservasi pulau Karang Nipah, dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 211,5 miliar (dalam penganggaran masuk Program Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Air lainnya);

Sedangkan kegiatan yang telah disusun untuk mendukung Program Adil dan Demokratis adalah sebagai berikut : 

1. Koordinasi, fasilitasi pembentukan Dewan Sumber Daya Air Nasional, Dewan Sumber Daya Air Propinsi di 13 propinsi dan Dewan Sumber Daya Air Kabupaten/Kota di 110 Kabupaten/Kota, dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 26,3 miliar (dalam penganggaran masuk Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan);

2. Fasilitasi pembentukan 9.500 P3A dengan prinsip demokratis, dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 163,7 miliar (dalam penganggaran masuk Program Pembinaan Tata Guna Air);

3. Fasilitasi peningkatan kapasitas pemerintah daerah propinsi dalam penyelenggaraan SDA di 13 propinsi dan 86 Kabupaten serta pemberdayaan 6.500 P3A, dengan kebutuhan dana Sebesar Rp. 14,52 miliar (dalam penganggaran masuk Program Pengelolaan Sektor Irigasi dan Pengairan (WISMP));

4. Fasilitasi peningkatan kapasitas pemerintah daerah kabupaten di 25 Kabupaten dan pemberdayaan 3,000 P3A, dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 18,04 miliar (dalam penganggaran masuk Program Partisipasi Sektor Irigasi (PISP));

5. Pemberdayaan P3A, dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 23,11 miliar (dalam penganggaran masuk Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya);

6. Pemberdayaan masyarakat disekitar waduk di 15 lokasi waduk, dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 6,48 miliar (dalam penganggaran masuk Program Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Air lainnya);

7. Penyusunan 42 NSPM, dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 102 miliar (dalam penganggaran masuk Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan).

Terakhir, untuk mendukung Program Lebih Sejahtera kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan yaitu : 

1. Peningkatan jaringan irigasi seluas 300.000 ha, rehabilitasi jaringan irigasi seluas 2,6 juta ha terutama di 13 propinsi lumbung padi nasional, peningkatan jaringan rawa seluas 0,8 juta ha di 12 propinsi dan O&P seluruh jaringan irigasi terbangun, dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 18,1 triliun (dalam penganggaran masuk Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya);

2. Penataan dan perkuatan kelembagaan pengelola SDA tingkat pusat, wilayah sungai strategis nasional (6 wilayah sungai), 44 balai pengelola wilayah sungai dan perkuatan Pusat Data SDA, dengan kebutuhan dana sebesar 3,5 triliun (dalam penganggaran masuk Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan);

3. Pembangunan 11 Waduk, 200 embung dan pemeliharaan 100 danau/situ, dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 6,29 triliun (dalam penganggaran masuk Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Air lainnya);

4. Pembangunan prasarana pengendali banjir dengan periode ulang 10 tahunan untuk melindungi daerah 10,000 ha dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 8,76 triliun (dalam penganggaran masuk Program Pengendalian Banjir);

5. Pemeliharaan alur sungai sepanjang 1.500 km, dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 561 miliar (dalam penganggaran masuk Program Pengendalian Banjir);

6. Pembangunan pengamanan pantai sepanjang 15.000 m di Provinsi Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, NTB, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 884 miliar (dalam penganggaran masuk Program Pengamanan Pantai).
2.4.3 Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air

Tugas direktorat jenderal sumber daya air mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis di bidang sumber daya air.
Fungsi direktorat jenderal sumber daya air Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 320, Direktorat Jenderal  Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknik di bidang  sumber daya air sesuai peraturan dan perundangan;
b. Penyusunan program dan anggaran serta evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya air;
c. Pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya air meliputi irigasi, rawa dan pantai, sungai, danau, waduk dan bendungan, termasuk penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah;
d. Pelaksanaan pengaturan pengelolaan sumber daya air;
e. Pembinaan dan bantuan teknis pengelolaan sumber daya air dan evaluasi termasuk konservasi dan pemeliharaan;
f. Pengembangan sistem pembiayaan dan pola investasi di bidang sumber daya air;
g. Penyusunan norma, standar, pedoman, dan manual di bidang sumber daya air;
h. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Jenderal.

